PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya UU Nd8oTahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14
Tahun 2006 tentang Pajak Hotel yang dianggap
tidak sesuai dengan perkembangan perlu dicabut
dan disesuaikan;

b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pemerintahan dan pembangunan;

c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian
sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.



Mengingat

1. Undang — undang Nomor 29 Tahun l@5®ang

Pembentukan Daerah — Daerah Tingkait 11
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang — undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3984);

. Undang — undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3638);

Undang — undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686);

Undang — undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



10.

11.

Undang — undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang — undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);



12.Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438 );

13. Undang — undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3866);

15.Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum
Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerabh;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita
Daerah;



19.Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerabh;

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Pajak Daerah;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1

Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Daerah Kabupaten Wajo;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Menetapkan

Dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
HOTEL



BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan

1.
2.

3.
4.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Wajo;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dasiaagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah,;

Bupati adalah Bupati Wajo;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wajo;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas PendapatarahDae
Kabupaten Wajo.

Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Bkngel
Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo;

Pajak Hotel adalah Pajak atas Pelayanan yang disedioleh
Hotel,

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/pehsiiaa
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut [@ayaryang
mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata,
Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan da
sejenisnya serta rumah Kost;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
hotel;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutmsiagkiat
SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajatuk
melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yergiting
menurut peraturan perundang-undangan perpajakamaae

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya #&in§SPD,
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak yangdng di Kas
Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh 3upa



12.

13.

14.

15.

16.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yangnjsihya
disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang meRant
besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah krpdjak jumlah
kekurangan pembayaran Pokok Pajak, besarnya sahkénistrasi,
dan jumlah yang harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambayamg
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keparugyang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapk

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangnjsiteya
disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang meRant
jumlah kelebihan pembayaran pajak yang terutang didak
seharusnya terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selangutdisingkat
SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan juipdgdk
yang terutang sama besarnya dengan jumlah kreghk,patau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya dain&TPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan asaksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama pajak Hotel dipungut pajak atas spg&gyanan yang

disediakan di Hotel.

(2) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediataen hotel

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang setelgagkapan
hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan keagam
termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.



(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayata(ah dasilitas
telepon, faksimile, teleks, internet, foto copy,layanan cuci,
seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lamanyang disediakan
atau dikelola hotel.

Pasal 3

Tidak termasuk obyek pajak hotel adalah :

a. Jasa tempat tinggal di Asrama yang diselenggaralkdmPemerintah
Daerah;

b. Jasa sewa apartemen dan sejenisnya;

Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kaegiedagamaan,;

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama pergveatti jompo,
panti asuhan, panti sosial lainnya yang sejenis;

e. Jasa Biro Perjalanan atau Perjalanan Wisata yasgjediggarakan
oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

o

Pasal 4
(1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau baglang
melakukan pembayaran kepada orang pribadi ataunbgedag
mengusahakan Hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badangy
mengusahakan Hotel.

BAB I
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayateu yang
seharusnya dibayar kepada Hotel.



Pasal 6
Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuérbgm).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7
(1) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Dhera
(2) Besarnya Pajak Hotel dihitung dengan cara mengalikarif

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasgenaem
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BABV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 8
Masa Pajak Hotel jangka waktu yang lamanya 1 ($atlan kalender.
Pasal 9

Pajak Hotel terutang dalam masa pajak terjadi psdat terjadi
pelayanan di Hotel.



Pasal 10

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Idhisis
dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatargdehi wajib
pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya df (tielas) hari
setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetaptangan
Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMUNGUTAN
Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan
Pasal 11
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang tegqutdibayar
sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan ridang-
undnagan perpajakan.

(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan isedibayar
dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan /atau SKPDKBT
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Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saatategnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteratagan
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalagkja
waktu tertentu dan setelah ditegur secara terttitlak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukamda
surat teguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajakg
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan / atau datagysemula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak terutang sama besarnya aeng
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang diglak ada
kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ahjgan angka 2)
dikenakan sanksi administratif berupa bunga seli®pa2% ( dua
persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kuraray derlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pw@mpat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

11



(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sanksi adtratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jukdibrangan
pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tittakakan jika
wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukandakan
pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimanakdintapada
ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi admtnatit berupa
kenaikan sebesar 25% ( dua puluh lima persen )pdok pajak
ditambah sanksi administratif berupa bunga sel#4afdua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tdsktndibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empdiulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 13

(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) gdan(3ydiatur
dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisiden

penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) diatur dengartiRaraBupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 14

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibaya
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan basmran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

12



c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupanda
dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STRRAgséman
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditand®igan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perset|gp bulan
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak deatitangnya
pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatempb
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupangdéu
sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih me&I&D.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 15

(1) Bupati menetukan tanggal jatuh tempo pembayararpdagetoran
pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) Rarja setelah
saat terutangnya pajak.

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembentufamat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang ebabian
jumlah pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktiing lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memgmersiyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepaglh pajak
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajakgamlen
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembaygm@nyetoran,
tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan perabayajak
diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBTPIZT
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keloeratan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar wvlajib pajak
pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakatashekan
Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding
Pasal 17

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepapati atau

pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN; dan

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga leeidas
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan PerpajaemalD

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasanésia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdinta 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan pé&mungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jikd \wajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat rdijppe karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak tetadmbayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wagdjak.
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(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaidimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayatidktdianggap sebagai
Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikdn Blgati atau
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surabefatan
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti rpeaan surat
keberatan.

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua hdbatan, sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberutkspn atas
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menegluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarny& pajgy
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @yatelah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusangtathn yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan bandingeh&apada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai kateya yang
ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud padaljydiajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengaanalemng jelas
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusaericha,
dilampiri salinan dari surat keputusan keberatesetaut.
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(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan seaggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal 20

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan bandikeapudkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran ak paj
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga seb2%ar(dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluhaénioilan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayatHliQrd sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dillsdnu sebagian,
wajib pajak dikenai sanksi adminstratif berupa @desdbesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkapukusan
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibaerelum
mengajukan keberatan

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan bandgagsi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima pubgnsen)
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak aldeen

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkabagian,
wajib pajak dikenai sanksi administratif berupaaiesebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkansBuatiBanding
dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibsgbelum
mengajukan keberatan.
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Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan K etetapan, dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adminstratif

Pasal 21

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatarBypati dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahdis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan ppaerketentuan
tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Pesipdpaerah;

(2) Bupati dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminishatifpa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang mienur
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daeram dell
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wagijakp atau
bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau menambahkan SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pwgaig
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengndara yang
ditentukan; dan

e. Mengurangkan Kketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atadisio
tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengam@ngtau
penghapusan sanksi administratif dan penguranganpsmbatalan
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada aydiafR)y dengan
Peraturan Bupati
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BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapatgajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua hebatan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganda
Pajak sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), maensberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @yatelah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu kemrtys
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggajputkan
dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam fenwaktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, Kkelebiha
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ay&n(sung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utBagk tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagauimaaksdud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palengd 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak ditaksetelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan lausepesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaaiabihan
pembayaran Pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pafsgaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturantBupa
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BAB VIII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaisavsetelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dseatitangnya
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tingé¢tana di
bidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksiadgyat (1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; ata
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, bailgdang
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pakbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa peaagdihitung
sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagainmaa#sdd
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengarmdaannya
menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan beluomasnya
kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagairmaksdd pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuanmoé&onan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohebaratan
oleh Wajib Pajak.

Pasal 24
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi kardrak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dikexpus

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutarak Rang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1
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(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudalukedsa diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB I X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 25

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzetgoakdikit
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) perumahvajib
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzea sata cara
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksudagatidl)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguj
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daeram dalngka

melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajaksah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau aatat

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan Obyek Pajak yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat at@ugeun
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan gursandéaian
pemeriksaan; dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeaaik$ajak diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 27

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak déyat ohsentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayditétapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagza
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengaatupan
perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 28

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Ne&pil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi ereang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tingé¢tana di
bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksuch datelang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Ridan

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada gyad#lah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti ketgan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dingida
perpajakan Daerah agar keterangan atau laporamrebters
menjadi lebih lengkap dan jelas;
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b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan reeaig
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuanag
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakarah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang grilagau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidangpjeéan
Daerah;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkedaagan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahami buk
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, sertakuoksla
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksahagas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Diaera

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang ggaikan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seddaiggbsang
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atauntekwang
dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindalanpid
perpajakan Daerah;

I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya daerilisa
sebagai tersangka atau saksi;

J.  Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk Kkelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daesesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekan
dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil pehgidnya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Pdisgara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yaaturddalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menydmpasPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengleapu
melampirkan keterangan yang tidak benar sehinggaugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana lkamupgling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2) (kkiajumlah
pajak terutang atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampa&@arPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atalampirkan
keterangan yang tidak benar dapat dipidana denigtma penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling badyékmpat) kali
jumlah pajak yang terutang.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daf2ayaerupakan
penerimaan Negara.

Pasal 30
Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah tidakintit setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahejak saat terutangnya

pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhiBggian Tahun
Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkuta
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RaratDaerah
Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pkjatel
dinyatakan Tidak Berlaku lagi.

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan defeggutusan dan
/ atau Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggaidingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagngan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah

Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 13-01- 2011

BUPATI WAJO,
TTD

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal, 13 -01 - 2011

SEKRETARIS DAERAH,
TTD

H.M.NATSIR TAUFIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 14
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